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Lampiran 1 Data Hasil Wawancara

No. Pertanyaan Jawaban Persentase
Sebagai ikon bagi Kelurahan Todombulu yang menjadi kebanggaan masyarakat 46
1 | Apa peran hutan jati bagi masyarakat? | Sebagai penghasil udara dan air bersih bagi masyarakat setempat 45
Tidak mengerti/tidak tahu tentang masalah tersebut 9
, Adakah nilai adat dari keberadaan M%ruquan vIszl)rlslaréI nenebk moyang yal?g patlIJt dlrllestarlléan - 39
hutan jati bagi masyarakat di desa? Sg agai areal berladang bagi masyarakat Kelurahan Todombulu 50
Tidak mengerti/tidak tahu tentang masalah tersebut 11
Adakah peran lembaga atau tokoh adat Ada. Pemerintah setempat senantiasa melakukan kolaborasi dengan perangkat adat
yang terlibat dalam pengelolaan hutan . )y .
3 |70 . . setempat yang di kenal dengan sebutan “Waci” (Pengatur Kesejahteraan) dan 100
jati di desa? Jika ada bagaimana bentuk | ., I
Parabela” (Pengatur Keamanan).
perannya?
Bagaimana sikap masyarakat terhadap | Masyarakat pada umumnya lebih berpegang pada peraturan adat yaitu Waci dan 87
4 | kebijakan pengelolaan hutan jati di Parabela
desa? Tidak mengerti/tidak tahu tentang masalah tersebut 13
Di Kelurahan Todombulu pengelolaan Hutan jati oleh pemerintah di tangani oleh o5
. . . KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Lakompa dengan baik.
Bagaimana sikap pemerintah terhadap - - . -
5 T Pemerintah masih harus lebih sering melakukan pemantauan untuk mencegah
pengelolaan hutan jati di desa? . . . . . 39
terjadi penyimpangan kebijakan seperti pembalakan liar.
Tidak mengerti/tidak tahu tentang masalah tersebut. 36
Masyarakat mengharapkan pengelolaan hutan yang juga melibatkan peran serta 10
5 Bagaimana keinginan rakyat setempat | masyarakat seperti HKm (Hutan kemasyarakatan).
terhadap pengelolaan hutan jati di desa? | Masyarakat sangat tertarik dengan pengembangan tanaman jati di areal mereka. 78
Tidak mengerti/tidak tahu tentang masalah tersebut. 12
Baik pihak masyarakat maupun pihak pemerintah diharapkan dapat saling bekerja 47
. - i sama, khususnya dalam pengelolaan hutan jati
Bagaimana keinginan pemerintah . - - - —
7 terhadap pengelolaan hutan jati di desa? Penyampaian informasi dari pemerintah pusat serta kapabilitasnya terhadap
" | penanggulangan permasalahan pengelolaan hutan jati di Kelurahan Todombulu 53

harus dapat ditingkatkan




Lampiran 2 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Todombulu

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN SAMPOLAWA
KANTOR KELURAHAN TODOMBULU

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TODOMBULU
NOMOR : 04 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGOLAHAN HUTAN KAYU DAN NON KAYU
KELURAHAN TODOMBULU

KEPALA KELURAHAN TODOMBULU

Menimbang : a. Bahwa Hutan sebagai Karunia Tuhan yang Maha Esa yang dianugerahkan
kopade M manpstar Aobeyear yay Jilesee’ ol Al dar
memberikan manfaat serbaguna bagi wmat manusia, olehnya i wajib
disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga Kelestarianya
untuk sebesar-besanya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun
generasi mendatang.

b. Bahwa izin usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud hasil hutan kayu dan
non kayu dapat diberikan kepada masyarakat setempat baik secara individu
maupun kelompok untuk memberikan akses pemanfaatan hutan yang lebih.
luas pada masyarakat setempat untuk peningkatan kesejateraan yang lebih
nyaa.

c. Bahwa berhubung pede butir a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Kelurahan Todombulu.

Mengingat  : |. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat {1) pasal 27 dan pasal 33 ULIT) 1945,
2. Undang-undang Nomor 5 Tahum 1990 tentang Konservasi sumber dava alam

Hayati dan Ekosistemnya.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Bagi warga Masyarakat yang ingin mangolah Hutan Tanaman kayu dan Non
kayu harus seizin aparat yang vang berwenag untuk memudshksn unsur
pengawasan.
Kedua : Demi unfuk menjaga kelestarian Huian Negara, maka masyarakat vang

mengolah Huten kayu dan perkebunan diwajibkan untuk menanam Hutan Kawa
selain Palawija.



Ketiga : Setiap kali pengolahan Hutan kayu, maka dikenakan biaya Administrasi sebesar
Rp. 50.000,- ( Lima puluh Ribu Rupiah } Ke Kelurahan
Keempat : Bapi warga yang melanggar keputusan ini maka vang bersangkutan akan

Ditetapkan di $ Lapola
. Pada tangal : 9 Agustus 2010

Tembusan :

1. Camat Sampolawa di Mambulu;

2. Dan Ramil 1413-11 Sampolawa di Mambulu;
3. Kapolsek Sampolawa di Mambulu;

4, UPTD Kehutanan Kec. Sampolawa di mambulu;

5. Arsip.



Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

e

SUMBER BENIH JATI
Si SAMPOLAWA
5005 HA

" TERSELEKSI

Kantor Kelurahan Todombulu Lokasi sumber benih jati Kec. Sampolawa

PEMAKAMAN UMUM

Anas

SRS s 2 SR

Pemukiman dalam Kawasan Hutan Jatl Hutan Jatl Kelurahan Todombulu



